
87 

 

 

BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap 4 kasus diatas, maka kesimpulan yang 

didapat untuk membahas mengenai pengalihan aset yang dialihkan, yaitu: 

1. Aspek perpajakan dari transaksi waris terhadap pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan bagi pemberi dan penerima yang perlu 

diperhatikan adalah pengalihannya memerlukan pengurusan 

pembayaran BPHTB dan PBB. Harta warisan yang belum dibagi atau 

belum terbagi merupakan salah satu objek pajak. harta yang belum 

terbagi tersebut harus didaftarkan sebagai kategori wajib pajak 

tersendiri. NPWP dari pemberi harus ditutup oleh anggota keluarga 

yang ditunjuk sebagai sebagai pewaris agar DJP tidak menganggap 

bahwa pewaris ini lalai dalam melaporkan SPT. Untuk pembayaran 

BPHTB mendapat insentif 50% dan NPOPTKP yang ditetapkan 

Rp.300.000.000. 

2. Aspek perpajakan dari transaksi hibah terhadap pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan yang perlu diperhatikan adalah. bagi pemberi dan 

penerima adalah pengalihannya memerlukan pengurusan pembayaran 

BPHTB dan PBB. harta hibahan yang belum dibagi atau belum 

terbagi merupakan salah satu subjek pajak. Selama objek pajak 

tersebut belum dihibahkan, maka biaya yang berkaitan dengan aspek-

aspek perpajakan masih harus diurus oleh pemberi hibah yang masih 

hidup. Penghibahan boleh dilakukan dengan syarat tidak melebihi 1/3 

harta kekayaanya. Untuk pembayaran BPHTB tidak mendapat insentif 

50% dan npoptkp yang ditetapkan Rp.300.000.000. 

3. Aspek perpajakan dari transaksi wasiat terhadap pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan bagi pemberi dan penerima yang perlu 

diperhatikan adalah pengalihannya memerlukan pengurusan 

pembayaran BPHTB dan PBB. Surat wasiat perlu dititipkan dan wajib 
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membayar fee dari notaris itu sendiri kurang lebih 1%-2,5% dari 

kekayaan yang diwasiatkan. Surat wasiat ini hanya bisa dibuka setelah 

pemohon pembuat surat wasiat sudah meninggal. Untuk pembayaran 

BPHTB mendapat insentif 50% dan NPOPTKP yang ditetapkan 

Rp.300.000.000. 

4. Aspek perpajakan dari transaksi jual beli terhadap pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan bagi penjual dan pembeli yang perlu diperhatikan 

adalah pengalihannya memerlukan pengurusan pembayaran BPHTB, 

PPh, dan PBB. Transaksi jual beli memerlukan tambahan prosedur, 

yaitu pembayaran Pajak Penghasilan 2,5% oleh penjual. Jual beli 

membuktikan bahwa hal yang disepakati sang pihak yang satu 

(penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang 

yang ditawarkan, sedangkan yang disepakati oleh pembeli buat 

membayar harga yang telah disepakati melalui Akta Jual Beli yang 

biasa dibayar sebesar 1% dari NJOP. Untuk pembayaran BPHTB 

tidak mendapat insentif dan NPOPTKP hanya Rp.60.000.000. 

 

5.2 Saran 

1. Sebelum memberi atau menerima pengalihan aset, kita sebaiknya mempelajari 

dahulu objek yang akan dialihkan, aturan perpajakan yang mengikat, dan 

prosedur yang dibutuhkan dalam proses pengalihannya. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyesuaikan peraturan perpajakan 

dengan peraturan terbaru, dikarenakan peraturan perpajakan selalu berganti 

dari waktu ke waktu, sehingga seiring berjalannya waktu, hasil penelitian ini 

dapat menjadi tidak relevan. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan perbedaan tarif BPHTB yang 

berbeda sesuai ketetapan masing-masing tiap daerah dengan melakukan 

pemeriksaan ulang dengan undang-undang yang berlaku, dikarenakan, 

pembahasan di atas hanya menyajikan gambaran umum sesuai peraturan 

undang-undang dan hasil wawancara narasumber yang ada pada saat ini. 
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